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BAB II  

TINJAUAN TEORI MENGENAI PENEGAKAN HUKUM 

PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN 

TERHADAP HEWAN (ANIMAL ABUSE) 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Penegakan Hukum 

1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana 

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa 

yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, 

perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan 

masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah 

yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang 

diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan 

merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini 

merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri 

seseorang.1 

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit 

atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, 

secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh 

 
1 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 

2016, hlm. 57. 
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dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit 

secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah 

lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama 

dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh 

dan dapat sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, 

peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.2 

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, 

“Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:  

1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana; 

2. Strafbare Handlung diterjamahkan dengan Perbuatan Pidana, yang 

digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 

3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal 

Istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 

perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum 

tindak pidana (strafbaar feit) adalah:  

1. Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan 

sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 

yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan 

oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut 

 
2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 

2011, hlm. 69. 
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adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan hukum.3 

2. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang 

yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, 

patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 

3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang 

yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat 

suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatannya 

4. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum. 

5. Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana 

yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan. 

handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, 

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau 

melakukan itu).4 

6. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan 

tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh 

peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana. 

 
3 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika 

Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97. 
4 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 98 
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7. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons 

yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: 

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan 

dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan 

mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

dapat dipersalahkan pada si pembuat”. 

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk 

menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah 

sebagai berikut:  

a. Harus ada perbuatan manusia;  

b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;  

c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan 

pidana; 

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung 

jawabkan; dan  

e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.5 

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau 

perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak 

pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur 

dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada 

norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-

 
5 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, hlm. 60. 
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undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur 

dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.6 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari 

tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat 

unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus 

dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan 

akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam 

alam lahir (dunia). 

Unsur-unsur tindak pidana yaitu: 

a. Unsur Objektif 

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-

tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari: 

1. Sifat melanggar hukum.  

2. Kualitas dari si pelaku.  

3. Kausalitas 

b. Unsur Subjektif 

 
6 Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang 

Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm. 7. 
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Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 

dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)  

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat 

(1) KUHP. 

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 

KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.  

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.7 

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:8 

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat 

atau membiarkan).  

2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).  

3. Melawan hukum (onrechmatig).  

4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand) 

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus 

dipenuhi unsur sebagai berikut:  

a. Adanya perbuatan manusia; 

 
7 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, 

hlm. 50. 
8 Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana,  CV. Budi Utama, Yogyakarta, 

2012, hlm. 12 
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b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal; 

c. Bersifat melawan hukum.  

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:  

a. Perbuatan (yang);  

b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);  

c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 

d. Dipertanggungjawabkan.9 

 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah 

mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). 

Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah: 

1. Menurut sistem KUHP 

a. Kejahatan (Rechtdelicen) ialah perbuatan yang bertentangan 

dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana 

dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar 

dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan 

misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut 

kejahatan.10 

 
9 Adami Chazawi, op cit, hlm. 81. 
10 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, 

hlm. 44 
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b. Pelanggaran (Wetsdelicten) ialah perbuatan yang oleh umum baru 

disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang 

menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang 

yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di 

sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran. 

 

2. Menurut cara merumuskannya 

a. Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan 

kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak 

memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat 

tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, 

melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 

362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada 

selesainya perbuatan mengambil. 

b. Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan 

kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru 

selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. 

Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 

KUHP). 

 

3. Berdasarkan macam perbuatannya 
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a. Delik commisonis yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, 

adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan 

penipuan. 

b. Delik ommisionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap 

perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. 

Misalnya tidak mengahadap sebagai saksi di muka pengadilan 

(Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan 

pertolongan (Pasal 531 KUHP). 

c. Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu delik berupa 

pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat 

dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang 

membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 

KUHP).11 

4. Berdasarkan bentuk kesalahan 

a. Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya 

Pasal 187 KUHP. 

b. Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaan sebagai salah satu 

unsur, misalnya Pasal 195 KUHP 

 

5. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan 

 
11 Ibid, hlm. 46 
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a. Delik tunggal (enkelvoudige delicten) yaitu delik yang cukup 

dilakukan dengan perbuatan satu kali. 

b. Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si 

pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, 

di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan 

atau menyembunyikannya. 

 

6. Delik yang berlangsung dan delik selesai 

a. Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan 

terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas 

kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).  

b. Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang 

mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat 

tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar. 

 

7. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan 

a. Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan 

apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde 

partij), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan 

terbagi menjadi dua: 



29 

 

 

 

a. Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik 

ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan 

pegaduan. 

b. Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut 

relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa 

antara pembuat dan orang yang terkena. 

b. Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya 

penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya 

pengaduan dari yang berhak. 

 

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya 

a. Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang 

menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu 

malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang 

ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan 

tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 

KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 

KUHP) 
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4. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi 

kenyataan.12 

Penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan 

hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang 

luas, guna menjadi pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik 

oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak 

hukum yang mempunyai tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk 

menjamin jalannya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Adapun tujuan utama penegakan hukum 

adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 

dalam masyarakat. Didalam proses tersebut, maka harus mencerminkan 

aspek kepastian hukum dan ketertiban hukum. 

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah 

hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari 

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-

unsur dan aturan-aturan, yaitu:13  

 
12 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 

15 
13 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm.  

23 
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a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan 

di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut.  

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar 

laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana 

yang telah diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan 

tersebut. 

Menurut  

B. Tinjauan Umum Tentang Hewan dan Penganiayaan Hewan (Animal 

Abuse) 

1. Pengertian Peternakan, Hewan Peliharaan, Hewan Ternak, Kesehatan 

Hewan dan Kesejahteraan Hewan 

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan sebagai berikut: 

a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya 

fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, 

budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan 

pengusahaannya (Pasal 1 angka 1). 
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b. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan 

perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, 

pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, 

medic reproduksi, medic konservasi, obat hewan dan peralatan 

kesehatan hewan, serta keamanan pakan (Pasal 1angka 2). 

c. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari 

siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara 

maupun yang di habitatnya (Pasal 1 angka 3). 

d. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian tau 

seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu (Pasal 1 

angka 4). 

e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai 

penghasil pangan, bahan bakuindustri, jasa, dan/atau hasil ikutannya 

yang terkait dengan pertanian (Pasal 1 angka 5). 

f. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan 

keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan 

yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari 

perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang 

dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 42). 

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan hanya tercantum pengertian 

sebagai berikut:  
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a. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari 

siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang 

dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 angka 4). 

b. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan 

keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan 

yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari 

perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang 

dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 2). 

Jadi pengertian mengenai Hewan adalah binatang atau satwa yang 

seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, 

baik yang dipelihara maupun yang sesuai denganhabitatnya. Yang dimaksud 

dengan pengertian habitatnya. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup 

tinggal dan berkembang biak. Menurut Clements dan Shelford (1939), habitat 

adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu spesies, atau populasi 

spesies, atau kelompok spesies, atau komunitas. 

 

2. Pengertian Penganiayaan dan Penganiayaan Terhadap Hewan 

Secara umum, pengertian mengenai penganiayaan menurut KBBI 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perlakuan yang sewenang-wenang 

atau penyiksaan, penindasan, dan perbuatan kekerasan dengan sengaja 

terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. 
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Istilah tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 

“penganiayaan” atau “mishandeling”.14 Dibentuknya pengaturan tentang 

kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan 

kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan 

atas tubuh ata bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, 

bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan 

kematian. 

Sebagai bahan perbandingan dapat penulis kemukankan disini, bahwa 

di dalam undang-undang pidana Jerman, orang membuat perbedaan antara 

apa yang mereka sebut korpelich misshandeln yang secara harafiah berarti 

lichamelijke mishandelen atau menganiaya secara badaniah dengan apa yang 

mereka sebut korperverletzung yang secara harafiah berarti lichamelijke – 

kwetsing, verwonding, benadeling, schending atau menyakiti, melukai 

merugikan secara badaniah.15 

Dalam tatanan hukum Indonesia tindak pidana penganiayaan termasuk 

suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh 

Undang-Undang.Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, yang 

dalam bentuk yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat 

 
14 P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh 

dan Kesehatan Cet-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 131. 
15 Ibid, h. 137 
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(5) KUHP dan yang rumusannya di dalam bahasa belanda berbunyi sebagai 

berikut. 

1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

rwee jaren en acht maanden of geldboete van ten hoogste drie 

honderd gulden. (Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana 

denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu 

lima ratus rupiah)).  

2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heft, wordt de 

schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

(Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka 

orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya lima tahun).  

3. Indien het feit den dood ten gevolge heft, wordt hij gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren. (Jika perbuatan 

tersebut menyababkan kematian, maka orang yang bersalah 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun). 

4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling der 

gezondheid. (Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan 

merugikan kesehatan).  



36 

 

 

 

5. Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar. (Percobaan melakukan 

kejahatan ini tidak dapat dipidana).16 

 Dari rumusan Pasal 351 KUHP di atas itu orang dapat mengetahui, 

bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa 

menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, 

kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang 

lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Yang dimaksudkan dengan 

penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau 

menimbulkan luka pada tubuh orang lain. 

Kesengajaan (opzet), sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur 

kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang 

pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu 

dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak 

pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang; ke-2: akibat yang menjadi pokok 

alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar 

hukum. 

Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (opzet) itu ada tiga macam, 

yaitu: 

a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als 

oogmerk). Bahwa kesengajaan bersifat suatu tujuan si pelaku dapat 

 
16 Ibid, hlm. 132 
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dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. 

Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak 

ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. 

b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai 

keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij 

zekerheidsbewustzijn). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku 

dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi 

dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti 

perbuatan itu. 

c. Kesengajaan seperti sub-2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada 

kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij 

mogelijkheids-bewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan 

kemungkinan). Dalam hal ini ada kesamaan pendapat di antara para 

sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, 

terdapat dua penulis belanda, yaitu Van Dijck dan Pompe, yang 

mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada 

kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. 

Sedangkan mengenai adanya unsurculpa, arti kata culpa adalah 

“kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum 

mempunya arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana 

yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati senhingga 

akibat yang tidak disengaja terjadi. Jadi bukanlah semata-mata menentang 

larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu, tetapi dia tidak 
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begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbutannya dia alpa, lalai, 

teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, sebab jika dia cukup 

mengindahkan adanya larangan waktu hal yang dilarang dia tentu tidak alpa 

atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang 

tadi. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, 

maka juga harus dibuktikan. 

Apabila kita lihat pengertian atau konsepsi tersebut memiliki dasar 

filosofis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak 

lebih kongkret. Selain pengertian secara konsepsional diatas terdapat 

beberapa pengertian lain menegenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana 

penganiayaan tersebut dari beberapa para ahli hukum ini, antara lain: 

a. Menurut Noyon dan Langgemeijer berpendapat, bahwa untuk dapat 

disebut sebagai suatu penganiayaan, perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang itu harus merupakan suatu tujuan dan bukan sebagai suatu cara 

untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan.  

b. Menurut van Hattum dan van Bemmelen berpendapat, bahwa setiap 

kesengajaan mendatangkan rasa sakit atau luka pada tubuh itu 

merupakan penganiayaan, akan tetapi adanya tujuan yang dapat 

dibenarkan itu dengan sendirinya merupakan dasar yang meniadakan 

pidana bagi pelakunya.  

c. Menurut Simons mempunyai pendapat yang sama, yakni bahwa adanya 

suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu 
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tindakan kehilangan sifatnya dan dapat memperoleh pembenarannya 

pada suatu tujuan yang dapat dibenrkan, maka tindakan seperti itu dapat 

dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan. 

d. Menurut Hoge Raad, dalam peristiwa-peristiwa seperti perbuatan guru 

atau orang tua yang memukul anak didik atau anaknya sendiri itu, Hoge 

Raad dalam arest-nya tertanggal 10 Februari 1902, W. 7723, antara lain 

memutuskan sebagai berikut: jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa 

sakit itu bukan merupakan tujuan melainkan merupakan cara untuk 

mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka dalam hal tersebut 

orang tidak dapat berbicara tentang adanya suatu penganiayaan, misalnya 

jika perbuatan itu merupakan suatu tindakan penghukuman yang 

dilakukan secara terbatas menurut kebutuhan oleh para orang tua atau 

para guru terhadap seorang anak. 

Dengan melihat inti dari pengertian penganiayaan ini dapat dikatakan 

bahwa suatu tindakan yang mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka 

pada tubuh orang lain tidak dapat dipandang sebagai suatu penganiayaan, jika 

tindakan itu telah dilakukan dengan maksud atau suatu tujuan yang dapat 

dibenarkan. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu harus 

merupakan suatu tujuan yang jelas dan dapat memperoleh pembenaran pada 

suatu tujuan yang dapat dibenerkan, maka tindakan-tindakan tersebut dapat 

dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan. 



40 

 

 

 

Sedangkan, yang dimaksud dengan pengertian penganiayaan terhadap 

hewan, suadah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Penganiayaan 

terhadap hewan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dalam Pasal 302 menentukan bahwa:  

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan 

penganiayaan ringan terhadap hewan; 

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, 

dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan 

kesehatannya; 

2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 

memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang 

seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada bahwa 

pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat 

atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda 

paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan yang menentukan bahwa: 
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Pasal 66 ayat (1) ditentukan “Untuk kepentingan kesejahteraan hewan 

dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; 

penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; 

pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar 

terhadap hewan”. Dalam ayat (2) huruf c ditentukan bahwa “Pemeliharaan, 

pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-

baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, 

penganiyaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut, dan tertekan. Pada huruf g 

ditentukan bahwa “Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan 

penganiyaan dan penyalahgunaan”. 

Dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c ditentukan bahwa, yang 

dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk meperoleh 

kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di 

luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan dan yang dimaksud 

dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan 

dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak 

wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut. 

Apabila terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, pejabat 

pegawai negeri sipil yang akan melakukan pemeriksaan yang berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang perternakan dan kesehatan hewan sesuai 

dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2009 Pasal 84 ayat (2) huruf a 

ditentukan bahwa “Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
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keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan 

kesehatan hewan. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap 

hewan adalah penggunaan dan pemanfaatan hewan yang tidak dilakukan 

dengan sebaik-baiknya seperti; sengaja menyakiti, melukai atau merusak 

kesehatan hewan dengan tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau 

keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak wajar 

dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan. 

 

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Penganiayaan Terhadap Hewan 

1.3 Penganiayaan Biasa 

Penganiayaan biasa Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan 

penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu 

pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan 

bukan penganiayaan ringan. 

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni: 

a. Adanya kesengajaan; 

b. Adanya perbuatan; 

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau 

luka pada tubuh; 

d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. 
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2.3 Penganiayaan Ringan 

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan 

ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan 

atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 

dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan 

jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi 

orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja 

padanya atau yang ada dibawah perintah.  

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu 

penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk 

melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. 

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni: 

1. Bukan berupa penganiayaan biasa; 

2. Bukan penganiayaan yang dilakukan 

a. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya; 

b. Terhadap pegawai negri yang sedang dan atau karen amenjalankan 

tugasanya yang sah; 

c. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan 

untuk dimakan atau diminum. 

3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 

pekerjaan jabatan dan pencaharian. 
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3.3 Penganiayaan Berencana 

Tindak pidana penganiayaan berencana adalah tindak pidana 

penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka 

waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan 

dengan tenang. 

Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara 

waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat 

atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak 

begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara 

tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. 

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayanan berencana, 

yaitu: 

a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian 

dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) 

tahun. 

b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum 

dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 

c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan 

hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun. 
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Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu 

sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi 

penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat: 

a. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam 

suasana batin yang tenang. 

b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat 

sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup 

sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain: 

1. Resiko apa yang akan ditanggung; 

2. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat 

untuk melaksanakannya. 

3. Bagaimana cara menghilangkan jejak. 

c. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan 

dengan suasana hati yang tenang. 

 

4.3 Penganiayaan Berat  

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau 

dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah 

dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. 

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), 

Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), 

Akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan 
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maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, 

(misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka 

berat. Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu: 

(1) Penganiayaan berat biasa (ayat 1) 

(2) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)  

 

5.3 Penganiayaan Berat Berencana 

Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini 

merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan 

penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini 

harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur 

penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam 

penganiayaan berat berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal 

akibat, kesenganjaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak 

pada kematian korban. Sebab, jika kesenganjaan terhadap matinya korban, 

maka disebut pembunuhan berencana.  

Dengan demikian, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yang sudah 

disebutkan diatas. Maka, penganiayaan tehadap hewan termasuk dalam 

tindak pidana penganiayaan ringan yaitu dalam KUHP sendiri ditentukan 

dalam Pasal 302 yaitu: 
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(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan 

penganiayaan ringan terhadap hewan; 

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, 

dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan 

kesehatannya; 

2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 

memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, 

yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada 

bahwa pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib 

dipeliharanya. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat 

atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau 

pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan 

hewan. 

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. 

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. 

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana penganiayaan 

terhadap hewan adalah barangsiapa adalah setiap subyek hukum dengan 

sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan dan perbuatan itu 

dilakukan tidak dengan maksud yang pantas atau melawati batas yang 
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diizinkan. Dalam hal ini tampak jelas bahwa pengaturan mengenai kejahatan 

terhadap hewan yang dilakukan oleh setiap orang dilarang untuk menyakiti, 

melukai, atau dengan merusak kesehatan hewan yang tidak sesuai dengan 

peruntukan atau kegunaan hewan dan/atau melewati batas yang diizinkan 

serta memiliki sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut.
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